
 
 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, 

resposibilitas serta kewajaran dan kesetaraan, dalam Gereja Katolik 

Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya dapat diimplementasikan sebagai 

berikut: 

1. Prinsip Transparansi diwujudkan dengan adanya 

keterbukaan gereja dalam melakukan prosedur perhitungan 

kolekte dan persembahan lainya. Laporan yang dibuat oleh 

gereja juga merupakan wujud tranparansi, dimana laporan 

tersebut dapat ditunjukan pada pengurus gereja yang 

mewakili umat katolik untuk mengetahui keadaan keuangan 

gereja.   

2. Prinsip Akuntabilitas diwujudkan oleh bendahara yang dapat 

mempertanggungjawabkan setiap mutasi dana dengan 

mengarsip setiap bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran 

kas. 

3. Prinsip Responsibilitas diwujudkan dalam pengadaan rapat 

sebagai evaluasi kegiatan gereja sehingga dapat memastikan 

bahwa kegiatan sudah berjalan sesuai yang direncanakan 

serta dana yang dianggarkan juga sesuai yang ditetapkan. 
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4. Prinsip kesetaraan diwujudkan dengan perlakuan yang sama 

kepada umat, masyarakat, dan pengurus gereja untuk dapat 

meneriman pelayanan gratis atau tidak dipungut biaya seperti 

menerima pelayanan kesehatan yang disediakan di wilayah 

gereja Paroki HKY. 

 

5.2. Keterbatasan 

Fokus peneliti hanya dilakukan pada pengelolaan kegiatan rutin 

dan keuangan paroki terkait sumber dana yang perolehan dari kolekte 

dan sumbangan umat, namun peneliti memiliki keterbatasan sehingga 

tidak dapat membahas kegiatan tidak rutin paroki dan pengelolaan 

keuangan terkait sumber dana lainnya yang diperoleh dari pembelian, 

penghasilan, dan usaha-usaha lain yang terdapat pada Pedoman 

Tatakelola Harta Benda Gereja. Kemudian terkait laporan keuangan 

peneliti memiliki keterbatasan untuk memiliki angka-angka dalam 

laporan keuangan hanya mendapatkan akun-akun laporan keuangan 

yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan berdasarkan 

PSAK No.45 (revisi 2011). 

 

5.3. Saran 

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya yang memiliki 

pembahasan yang sama untuk membahas apa yang menjadi 

keterbatasan penulis yang tidak dapat dibahas terkait tatakelola Gereja 

paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Penulis juga menyarankan Gereja 

Paroki Hati Kudus Yesus untuk melengkapi laporan keuangan dengan 
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laporan posisi keuangan sehingga pemisahan aset dan kewajiban 

gereja dapat diinfomasikan lebih jelas pada laporan tersebut.    
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